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ABSTRAK

Bestuurn functie merupakan fungsi atau peran pemerintahan dalam mengelola dan
mengatur masyarakat. Fungsi pemerintahan tersebut bertujuan untuk menciptakan
tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Adanya tata kelola
pemerintahan yang baik dan memiliki fungsi atau peran pemerintahan, maka dapat
mendorong munculnya kotaspintar (smart City). Kota Banda Aceh membuat satu
kebijakan pada tahun 2020 yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 18
Tahun 2020 Tentang Smart City Banda Aceh. Cara pemerintah Kota Banda Aceh
menjalankan e=government tersebut ialah bekerja «sama dengan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh untuk mengiptakan inovasi
pelayanan akta kelahiran dan akta kematian secara online yang diberi nama SiHati
Online. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan e-government sebagai
fungsi pemerintahan dalam memberi pelayanan akta kelahiran melalui sistem
informasi akta kelahiran dan kematian (SiHati) online di Disdukcapil Kota Banda
Aceh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dilakukan melelui teknik
wawancara, observasi ‘dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pelaksanaan e-government padagDisdukcapil Kota'Banda Aceh masih terdapat
kendala, akan tetapidalam melaksanakan fungsinya, Disdukcapil Kota Banda Aceh
sudah menerapkan besturn functie. Terdapat beberapa faktor kendala pada
pelaksanaan e-government, ‘yaitt' SDM yangstidak ada pada tingkat gampong,
aplikasi yang sering error, maintenance’ serta sosialisasi yang belum terlaksana
dengan sempurna.

Kata Kunci: Bestuurn Eunctie, e-government, SiHati Online
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bestuurn functie merupakanristilah dalam,bahasa Belanda yang merujuk pada
fungsi atau peran’ pemerintahan dalam mengelola dan mengatur masyarakat.
Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014° tentang Administrasi
Pemerintahan, fungsi ini mencakup; Pertama Pengaturan yang dimana pengaturan
ini merupakan fungsi untuk menciptakan regulasi dan kebijakan yang mendukung
tata kelola pemerintahan. Kedua pelayanan yang dimana menyediakan layanan
kepada masyarakat, seperti pengurusan dokumen kependudukan dan pelayanan
publik lainnya. Ketiga,pembangunan dengan adanya pembangunan maka dapat
mengembangkan infrastruktur dan sumber daya untuk'meningkatkan kesejahteraan
magyarakat. Keempat Pemberdayaan, .dengan adanya pemberdayaan dapat
mendorong partisipasi masyarakat dalam-—pembangunan dan pengambilan
keputusan. Kelima Pelindungan-yang-dapat-melindungi hak-hak masyarakat dan
menjamin keamanan.serta-ketertiban.

Fungsi-fungsi ini merupakan bagian-integral dari manajemen pemerintahan dan
bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik efisien, dan
responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, bestuurn functie
mencerminkan bagaimana pemerintah beroperasi dan berinteraksi dengan warga

negara serta bagaimana kebijakan publik dirumuskan dan diimplementasikan.

! Administrasi Pemerintahan et al, “Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan,” no. 1 (2014).



United Nations Development Program (UNDP) menyebutkan bahwa tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) adalah penyelenggaraan urusan publik
dan manajemen sumber daya ekonomi dan sosial yang bertujuan melayani
kepentingan bersama melalui lembag@a dan proses yang berinteraksi.? Hubungannya
dalam mewujudkan«fungsi pemerintah yang dianggap good governance adalah
pemerintah_diderong untuk menyesuaikan kemajuan teknologi canggih sehingga
tidak tertinggal. Kemajuan teknologi 'saat ini menuntut pemerintah untuk lebih
terbuka memberi akses informasi terkait pemerintahan kepada masyarakat serta
lebih efektif, efisien dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.®

Adanya tata kelola pemerintahan yang baik dan memiliki fungsi atau peran
pemerintahan dalam mengelola dan mengatur masyarakat,/maka dapat mendorong
munculnya kota pintar (Smart city): Smart city adalah kota pintar yang secara efektif
menggunakan teknologi infarmast dan kemunikasi (TIK) untuk mengurangi biaya
dan konsumsi energi, meningkatkan kondisi kehidupan, dan meningkatkan kualitas
hidup. Jadi, tata kelola pemerintahan yang baik menciptakan kerangka kerja yang
mendukung pelayanan publik yang efisien dah transparan. Dengan adanya prinsip-
prinsip ini, ‘penerapan smart city dapat dilakukan dengan lebih efektif, karena
masyarakat memiliki akses lebih baik terhadap informasi dan layanan pemerintah.*

Smart city di Indonesia diatur dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang dimana undang-undang ini

2 Wil Hout And Jane Hutchison, ed., Governance and Development (Edward Elgar
Publishing Limited, 2022).

8 Jerry Indrawan, Efriza, and Anwar Ilmar, “Kehadiran Media Baru (New Media) Dalam
Proses Komunikasi Politik,” Medium 8, no. 1 (2020): 1-17,
https://doi.org/10.25299/medium.2020.vo18(1).4820.

4 Boyd Cohen, “What Exactly a Smartcity?.,” 2013, www.boydcohen.com.



menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk dalam
pengembangan kota cerdas yang fokus pada partisipasi masyarakat dan pengelolaan
sumber daya yang efisien.> Smart city memiliki beberapa indikator, salah satunya
yaitu smart governance. Untuk mendukung smart governance dalam mewujudkan
smart city diperlukan” pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
dalam tatanan, pemerintahan dikeluarkan suatu kebijakan yaitu Sistem
Pemerintahan Berbasis Elekronik (SPBE), dimana wujud pelaksanaannya yaitu
berupa e-government.’

SPBE merupakan salah satu pilar utama penerapan smart governance yang
memungkinkan digitalisasi layanan publik. SPBE memungkinkan pelayanan publik
yang lebih cepat, lebih akurat, dan febih ‘mudah’ diakses. Selain itu, SPBE
memungkinkan pemantauan operasi-pemerintah secara real-time, mengurangi
kemungkinan korupsi dan meningkatkan kepgrcayaan publik yang dapat memantau
transparansi dan akuntabilitas=Serta. SPBE-akan memfasilitasi integrasi data lintas
lembaga pemerintah, sehinggazmemudahkan pengambilan keputusan berbasis data
(data-driven decision making).’

Menurut, The World Bank Group, menyebutkan e-government merupakan
inisiatif untuk memanfaatkan teknologi dan komunikasi dalam rangka

meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, serta transparansi dan

5 Pemerintah Pusat Indonesia, “UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,”
Procedia Manufacturing 1, no. 22 Jan (2014): 1-17.

® G Z Warsdapama, “Digitalisasi Daerah: Implementasi Pelayanan Publik Di Kota
Semarang Berbasis Smart City Dimensi Smart Government,” Jurnal llmu Hukum, Humaniora Dan
Politik 4, no. 5 (2024): 1299-1311, https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/2303.

" Bagas Dwi Kencono, Honi Hari Putri, and Tyas Wida Handoko, “Transformasi
Pemerintahan Digital: Tantangan Dalam Perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
(SPBE) Di Indonesia,” JIIP - Jurnal llmiah llmu Pendidikan 7, no. 2 (2024): 1498-15086,
https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3519.



akuntabilitas dalam penyediaan layanan informasi publik yang lebih baik.® Dalam
konteks smart city, e-government berfungsi sebagai komponen penting dari smart
governance yang mengkhususkan pada tata kelola pemerintahan. Penerapan SPBE
memungkinkan integrasi antar sistém pemerintahan, sehingga data dapat saling
mendukung dan mempermudah pengambilan keputusan.

Di negara_maju, e-government merupakan sebuah transformasi dalam cara
pemerintah berinteraksi dengan masyarakat, sehingga menjadi lebih responsif.
Sementara itu, di negara berkembang, e-government dipercaya dapat menghasilkan
kebijakan nasional yang bersih, mengikat, dan transparan.® Di tengah era globalisasi
saat ini, penerapan e-government sangat penting untuk menghubungkan pemerintah
di berbagai negara selama proses ' modernisasi. Dengan demikian, e-government
menjadi alat krusial bagi. pemerintah-dalam memenuhi kebutuhan pembangunan
masyarakat yang terus berkembang. Perkembangan ini didasarkan pada siklus
perubahan dalam lingkungan= birokrasimsyang beralin menuju globalization
environment. *°

Untuk ‘meningkatkan fungsiy;atau nperan pemerintah (bestuurfunctie) maka
diperlukannyae-government yang dapat mengelola dan mengatur masyarakat
melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. e-government membantu
dalam mempercepat proses perencanaan, meningkatkan transparansi dalam

pengambilan keputusan, dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses

8 Falih. Suaedi The Bank World Group, Tekhnologi Information. Terjemahan (PT. Bina
Aksara. Jakarta, 2010).

° B. (2011). Aukema, J. E., Leung, B., Kovacs, K., Chivers, C., Britton, K. O., Englin, J.,
... & Von Holle, “Economic Impacts of Non-Native Forest Insects in the Continental United States,”
n.d.

10 Agus Dwiyanto, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik.
(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008).



pemerintahan. Dengan demikian, e-government berkontribusi pada efektivitas dan
efisiensi fungsi pemerintahan.

Guna menjalankan e-government berbasis SPBE, maka Kota Banda Aceh
membuat satu kebijakan pada tahun2020. yang tertuang dalam Peraturan Walikota
Banda Aceh Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Smart City,Banda Aceh. Langkah yang
diambil oleh=pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengimplementasikan e-
government adalah berkolaborasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Banda Aceh untuk menciptakan, layanan pembuatan akta kelahiran dan
akta kematian secara daring. Inovasi ini berfungsi untuk mendukung visi Smart City
Kota Banda Aceh dengan membangun sebuah pemerintahan yang lebih terbuka dan
tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan menerapkan teknologi informasi,
pemerintah kota berusaha untuk-memperbaiki<kualitas hidup penduduk serta
memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses administrasi.**

Akta kelahiran dan akta kematian adalah komponen penting dalam sistem
administrasi kependudukan“yang memastikan setiap individu terdaftar dan hak-
haknya diakui dalam masyarakat. Pasal '1 ‘Ayat (1) Undang-undang Nomor 24
Tahun 2013'tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa administrasi
kependudukan merupakan rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk mengatur dan
menertibkan proses penerbitan dokumen serta informasi menganai penduduk.
Kegiatan ini meliputi pendaftaran penduduk, pelayanan aktif dalam pencatatan

peristiwa kependudukan serta peristiwva penting dalam pencatatan sipil,

11 Pemerintah Kota Banda Aceh, “Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2020 Tentang
Smart City Banda Aceh.” 8 (2020).



pengelolaan data kependudukan, dan pemanfaatannya untuk mendukung pelayanan
publik serta pembangunan di berbagai sektor. Administrasi kependudukan ini
dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), yang
merupakan instansi yang bertanggang jawab dalam pengelolaan data penduduk
serta pelaksanaan pencatatan sipil.*

Sistem informasi akta kelahiran dan kematian SiHati online merupakan inovasi
yang diperkenalkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda
Aceh. Inovasi ini dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam. mengurus
dokumen kependudukan, seperti Akta Kelahiran dan Akta Kematian, melalui media
digital. Untuk mendukung layanan ini, disdukcapil telah menjalin kolaborasi
dengan berbagai pihak, termasuk rumah sakit, klinik bersalin, praktik bidan
mandiri, serta aparat desa, sehingga pengurusan akta dapat dilakukan secara
mandiri. Terbentuknya sistem. informasi ini¢ merupakan salah satu,penerapan e-
government.*®

Dinas Kependudukan dan-Pencatatan-Sipibmemiliki peran dan fungsi yang kuat
dalam pengurusan akta' kelahiran /ini“seperti yang tertuang didalam Peraturan
WaliKota Banda Aceh Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Susunan, Kedudukan,
Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota
Banda Aceh. Adanya fungsi dan tugas ini untuk menjadi pedoman bagi disdukcapil
dalam proses pelayanan terhadap masyarakat.

“Peraturan tersebut menjelaskan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil mempunyai tugas “Menyelenggarakan Pelayanan Pendaftaran Penduduk,
Pelayanan Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan,

12 Undang-undang Dasar Negara et al., “Undang Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Administrasi Kependudukan ,” 2013.
13 disdukcapilbandaaceh, “Profil SiHati Online,” n.d., https:/sihati.bandaacehkota.go.id/.



serta Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan”. Pada Pasal (6) Ayat (1) sampai
dengan Ayat (20) menjelaskan terkait fungsi dari Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh. Ayat (1) Penyelenggaraan administrasi
kesekretariatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; (2) penyelenggaraan
administrasi keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; (3)
penyelenggaraan  dan  pengoordinasian  kantor = kementerian  yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan pengadilan agama;

Ayat (4) Pasal (6) Peraturan Walikota*Banda Aceh Nomor 20 Tahun 2021
Tentang Susunang” Kedudukan, Tugas, Fungsin, Dan Tata Kerja Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh penyelenggaraan dan
pengoordinasian ‘antar lembaga Pemerintah dan lembaga non Pemerintah dalam
penertiban pelayanan Administrasi Kependudukan; (5) »penyelenggaraan
penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan,. evaluasi, dan
pengendalian urusan Administrasi Kependudukan; (6) penyelenggaraan
pengadaan blangko Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el, formulir,
dan buku untuk pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil sesuai
dengan kebutuhan; (7) penyelenggaraan pengelolaan dan pelaporan penggunaan
blangko Dokumen Kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan
pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil; (8) penyelenggaraan pembinaan,
pembimbingan, dan"supervisi-terhadap pelaksanaan tugas UPTD pada Dinas
Kependudukan, dan Pencatatan Sipil, termasuk meminta laporan pelaksanaan
tugas UPTD pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berkaitan
dengan pelayanan Pencatatan = Sipil; (9)< penyelenggaraan pembinaan,
pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada gampong/desa;

Selanjutnya Ayat (10) Pasal (6) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 20
Tahun 2021 Tentang Susunan,sKedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh penyelenggaraan
pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan
peristiwa penting; (11) penyelenggaraanpenerimaan dan permintaan Data
Kependudukan dari Perwakilan~Republik~Indonesia melalui Menteri; (12)
penyelenggaraan fasilitasi- “urusan ! Administrasi~. Kependudukan; (13)
penyelenggaraan--pemanfaatanDataKependudukan;- (14) penyelenggaraan
sosialisasi urusan Administrasi Kependudukan; (15) penyelenggaraan kerja sama
dengan organisasi kemasyarakatan dan.perguruan tinggi; (16) penyelenggaraan
komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan
masyarakat; (17) penyelenggaraan penyajian Data Kependudukan yang akurat
dan dapat dipertanggungjawabkan; (18) penyelenggaraan supervisi bersama
dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang agama dan pengadilan agama; (19) penyelenggaraan pengawasan urusan
Administrasi Kependudukan; dan (20) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan
pelaporan.”*

14 Kota Banda Aceh, “Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 20 Tahun 2021 Tentang
Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Banda Aceh” 8 (2021).



Menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, pada
tahun 2024 keadaan 31 Desember, jumlah penduduk di kota ini adalah 265.310

orang dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Keta Banda Aceh Keadaan 31 Desember 2024

No Kecamatan Jumlah Penduduk Jumlah
Laki-Laki | Perempuan

1 Baiturraman 16.466 16.347 32.813
2 Kuta Alam 21.504 21.766 43.270
3 Meuraxa 14.173 13.980 28.153
4 Syiah Kuala 17.384 17.708 35.056
5 Lueng Bata 13.109 13.165 26.274
6 Kuta Raja 7.425 7.564 15.289
7 Banda Raya 13.501, 13.718 27.219
8 Jaya Baru 13.911 13.963 27.874
9 Ulee Kareng 14,512 14.850 29.362
Jumlah 1327249 133,061 265.310

Sumber: Dinas Kependudukan'dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh

Berdasarkan data:dari'Badan Pusat Statistik’(BPS) Kota Banda Aceh dalam
publikasi Kota Banda Aceh Balam Angkas2024, jumlah penduduk, Kota Banda
Aceh per tahun 2024, hasil proyeksivdari SP2020, mencapai 265.192 jiwa, terdiri
atas 133.079 jiwa laki-laki ‘dan~131.940+iwa perempuan. Kurangnya pembaruan
data kependudukan di wilayah ini memberikan dampak signifikan terhadap proses
pengambilan-keputusan, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat. Kondisi
ini dapat menghambat penyusunan rencana pembangunan infrastruktur dan
program sosial. Selain itu, ketiadaan data yang valid juga menyulitkan dalam
merancang kebijakan strategis yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.'®

Menghadapi hal ini, pemerintah Kota Banda Aceh memanfaatkan

15 BPS Kota Banda Aceh, Kota Banda Aceh Dalam Angka 2024, ed. BPS Kota Banda Aceh
(©BPS Kota Banda Aceh/BPS-Statistics of Banda Aceh Municipality, 2024).



gelombang perkembangan teknologi yang sedang tumbuh dengan pesat di
Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan pemerintahan yang diaktualisasikan pada
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan membuat inovasi sistem
informasi akta kelahiran dan kematian Online (SiHati Online). Untuk melihat
perkembangan kepemilikan akta kelahiran yang ada di Kota Banda Aceh, BPS
mengeluarkan data perkembangan kepemilikan akta kelahiran Kota Banda Aceh

perkecamatan pada tahun 2022 dan 2023 dengan rincian sebagai berikut;

Gambar 1.1 Perkembangan Kepemilikan'Akta Kelahiran Kota Banda Aceh
Perkecamatan
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Sumber: Efektivitas Rrogram Pelayanan Akta Kelahiran Melalui Sistem
Informasi Akta Kelahiran Dan Kematian (SiHatr) Online Di Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, Abdul
Aziz, 20241°

Dari tabel tersebut menggambarkan peningkatan jumlah kepemilikan akta
kelahiran dari tahun ke tahun di setiap kecamatan. Dari data tersebut, terlihat bahwa

pada tahun 2023, jumlah kepemilikan akta kelahiran di Kota Banda Aceh secara

keseluruhan meningkat signifikan dari 73.284 pada tahun 2022 menjadi 129.786

16 Abdul Aziz, “Efektivitas Program Pelayanan Akta Kelahiran Melalui Sistem Informasi
Akta Kelahiran Dan Kematian (SiHati) Online Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota
Banda Aceh Provinsi Aceh,” Sustainability (Switzerland) 11, no. 1 (2019): 1-14.



10

pada tahun 2023. Peningkatan ini juga terjadi di setiap kecamatan, menunjukkan
kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki akta kelahiran.!’

Meskipun SiHati Online telah hadir sejak tahun 2017 selanjutnya terjadi

perbaikan dan kembali launchin ada tahun 2021 sebagai inovasi pada

Disdukcapil Kota Ban ilikan akta kelahiran di Kota

namun berdasarkan data

. .
lllll

e BPS, “Kota Banda Aceh Dalam Angka 2024: 51-66,
http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf%0Ahttp://fiskal. kemenkeu.go.id/ejournal%0Ahttp:/
/dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahtt
ps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1.

18 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, “SiHati Online,” 2024.
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PERSENTASE YANG BELUM MEMILIKI AKTA
KELAHIRAN

W Baiturrahman M Banda Raya M Jaya Baru m Kuta Alam
M Kuta Raja M lueng Bata M Meuraxa M Syiah Kuala

B Ulee Kareng mJUMLA
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kependudukan di Kota Banda Aceh.
Kehadiran inovasi ini juga belum sepenuhnya menggantikan proses pelayanan

akta kelahiran konvensional (offline). Oleh karena itu, pemerintah Kota Banda

19 Aziz, “Efektivitas Program Pelayanan Akta Kelahiran Melalui Sistem Informasi Akta
Kelahiran Dan Kematian (SiHati) Online Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banda
Aceh Provinsi Aceh.”
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Aceh perlu meningkatkan upaya dan secara komprehensif memahami hambatan
yang ada untuk mengumpulkan data kependudukan yang akurat dan terkini dengan
memanfaatkan teknologi informasi, seperti sistem informasi akta kelahiran dan
kematian Online (SiHati Online), serta meningkatkan fungsi pemerintahan melalui
sosialisasi kepada.«“masyarakat mengenai pentingnya memiliki dokumen

kependudukanwyang lengkap dan akurat.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Berdasarkan data perkembangan kepemilikan akta kelahiran Kota Banda
Aceh perkecamatan pada tahun 2022 dan 2023 dari BPS Kota Banda Aceh,
dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 jumlah masyarakat yang memiliki akta
kelahiran sebanyak 73.284. Sedangkan pada tahun 2023 jumlah masyarakat
yang memiliki akta kelahiran= sebanyak 129.786. Meskipun jumlah
kepemilikan akta kelahiran di~KotasBanda Aceh secara, keseluruhan
meningkat signifikan, namun-berdasarkan data persentase penduduk yang
belum memiliki akta kelahiran-dr'Kota Banda Aceh masih tinggi. Hal ini
mengindikasikan' bahwa ‘tnovasi melalui sistem“informasi SiHati Online
belum mampu.menjangkau seluruh lapisan-masyarakat secara merata.
Dengan demikian Disdukcapil Kota Banda Aceh belum sepenuhnya
melaksanakan fungsi dari pemerintahannya.

2. Implementasi e-government melalui SPBE dan SiHati Online belum
optimal karena masih ada proses pelayanan konvensional (offline) yang

berjalan.
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2.3 Rumusan Masalah
1. Bagaimana fungsi pemerintahan dalam e-government dalam pelayanan akta
kelahiran melalui SiHati online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kota Banda Aceh?
3. Apa faktor penghambat dalam pelayanan akta kelahiran melalui SiHati

online-di,.Dinas Kependudukan:dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh?

1.4 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis penerapan e-government sebagai
fungsi pemerintahan dalam pelayanan akta kelahiran melalui SiHati online
di Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil/Kota/Banda Aceh.

2. Untuk mengidentifikasi “dan “menganadisis faktor penghambat dalam
pelayanan akta kelahiran melatut'SiHatisonline di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ‘manfaat haik dari segi teoritis dan

praktis yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
pengetahuan mengenai penerapan e-government pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh sebagai bestuurn functie. Selain itu,
penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan terhadap mahasiswa
khususnya jurusan Administrasi Publik.

2. Secara praktis, penelitian ini sebagai penerapan ilmu administrasi publik.
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Peneliti memperoleh ilmu dan pengalaman baru dari proses penelitian.
Selain itu, peneliti memiliki harapan agar penelitian ini menjadi sumber
referensi bagi para peneliti selanjutnya yang mengambil tema yang sama

agar melengkapi hal-hal yan 1jadi kekurangan dalam penelitian ini.

llllllllll
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